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LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Tahun 2001 Nomor 64

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 18 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT I HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

i

Hulu Sungai Selatan;

b.  bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a konsideran ini, perlu diatur dan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara
(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor

2104);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun

1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3480);

bahwa dalam rangka menjamin kontinuitas dan peningkatan pelayanan
perparkiran diperlukan biaya yang berkesinambungan, karena semakin besarnya
biaya pemeliharaan serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam
menunjang pembangunan terutama dibidang transportasi maka dipandang perlu
untuk melakukan perubahan tarif retribusi tempat khusus parkir di Kabupaten
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negera Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara
Tahun 1985 Nomor 37);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan
Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran
Negara Tahun 1985 Nomor 54);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan
Bermotror di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3530);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas
Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3529);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan
Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3530);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3692);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Hulu Sungai Selatan Nomor 11
Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun
1991 Nomor 10, Seri D Nomor Seri 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Hulu Sungai Selatan Nomor 15
tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Tahun
1999 Nomor 8, Seri B Nomor Seri 2);
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Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran
Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2000
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
KHUSUS PARKIR.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Hulu
Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
(Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 8, Seri B Nomor Seri 2), diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 1 huruf a, b, ¢, d, e, f, dan g diubah, setelah huruf o
ditambahkan 4 (empat) huruf, yaitu huruf p, huruf g, huruf r dan huruf s, sehingga
keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1"
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
d

Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

e. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai
Selatan;

f.  Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

g. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima
pada Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

h. Tempat Khusus Parkir adalah lokasiftempat untuk memerkir kendaraan
bermotor atau kendaraan tidak bermotor yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah;

Petugas adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Bupati atau kepala Dinas untuk
mengatur penempatan kendaraan yang diparkir;

. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah sejumlah uang yang harus dibayar
kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang yang memarkir kendaraan di
tempat khusus parkir;

k. Kendaraan adalah kendaraan bermotor atau tidak bermotor;



| Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang;

n. Badan adalah Suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, perkumpulan,
firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga,
dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain;

0. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa
bunga dan atau denda;

p. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

g. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau
menikmati jasa parkir di tempat khusus parkir;

r.  Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan;

s. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya
dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai
berikut:

“Pasal 8"

Struktur besarnya Retribusi yang dikenakan terhadap wajib retribusi ditetapkan
sebagai berikut:

a. Pada Pelataran Parkir :
1. Kendaraan Truk Gandengan, Tempelan

dan alat-alatberat ... Rp 2.000 ,-
2. Kendaraan Jenis Truk Besar dan Bus Besar ....... Rp. 1.500 ,-
Kendaraan Truk Sedang dan Bus Sedang  ....... Rp 1.000 ,-
4. Kendaraan Jenis Sedan, Jeep, Pick Up, Mini Bus
dan sejenisnya ... Rp. 500 ,-
5. Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga)  ....... Rp. 400 -
6. KendaraanBermotor Roda 2 (dua)  ....... Rp. 300 -
7. Kendaraan Tidak bermotor Roda 2 (dua)  ....... Rp. 200 -
b. Pada Gedung Parkir:

1. Kendaraan Jenis Truk Besar dan Bus Besar Rp. 2.000,-
2. Kendaraan Truk Sedang dan Bus Sedang ....... Rp 1.500 ,-

3. Kendaraan Jenis Sedan, Jeep, Pick Up, Mini Bus
dan sejenisnya ... Rp. 1.000,-
4. Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga)  ....... Rp.  800,-
. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) ....... Rp.  500,-
6. Kendaraan Tidak bermotor Roda 2 (dua) ....... Rp. 250,



Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
padatanggal 20 September 2001

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
Cap

Ttd,
SAIDUL HUDARIE

Diundangkan di Kandangan
padatanggal 22 September 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

M. YUNANIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR 64



